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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai pelayanan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang 

sebagai berikut:  

1. Pelayanan di kantor Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang sudah baik dan masyarakat memperoleh 

kemudahan, 

2.  Syarat-syarat dan proses pengurusan IMB sama sekali tidak rumit dan 

berbelit-belit, namun masih ada juga masyarakat yang merasakan kerumitan 

dalam pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini karena terlebih 

dahulu membangun sebelum mendapatkan izin, 

3.  Sarana dan prasarana, sikap ramah parah pegawai, kondisi kantor yang selalu 

bersih sehingga para pemohon yang datang merasa nyaman itu yang menjadi 

faktor pendukung pelayanan publik, sedangkan ketepatan waktu para pegawai 

saat istrahat jam makan siang yang menjadi faktor penghambat di Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang. 

6.2 Saran 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 

Kota Kupang sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan 

dengan pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),  

2. Untuk   meniadakan    faktor    yang     menghambat   di   Kantor   DPMPTSP  
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Kota Kupang sebaiknya para pegawai selalu tepat waktu dalam memberikan  

pelayanan  terhadap masyarakat. 
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